
GUBERNUR. LAMPUNG
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 5 TAHUN 2019
 

TENTANG
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, telah diteta pkan kewenangan provmsi 
dalam pengelolaan air tanah; 

b .	 bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dan 
ayat (2) Peraturan Pemerinta h Nomor 12 1 Tahun 2015 tentang 
Pengusahaan Sumber Daya Air , telah menetapkan kewenangan 
Gubemur terkait izin pengusa haan air tanah ; 

c.	 bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Air Tana h dianggap tidak sesuai 
dengan kon d isi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; 

d .	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 29 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Air Tanah; 

Mengingat 1.	 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 .	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2688); 

3 .	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
(Lembaran Negara Republik In don es ia Tahun 1974 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3046); 

4 .	 Undang-Undang Nomor 25 Tah un 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

5 .	 Undang-Undang Nomor 26 Tahu n 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
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6.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 

7.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-uridangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

8.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

9 .	 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 200 1 tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 41(1) ; 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 6041); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433) ; 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344) ; 

14.	 Peraturan Pemerintah Nornor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 
Minum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345) ; 

15.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 352) ; 

16 .	 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia; 

17.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346); 

18.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 
2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); 

19.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 17 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 343) ; 
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Den ga n Persetujuan Bersa ma 

DEWAN PERW AKI LAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

dan
 

GUBERNUR LAMPUNG
 

MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan PERATU RAN DAERAH TENTANG PE RUBAHAN ATAS PERATURAN
 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 20 14 TENTANG 
PENGELOLAAN AIR TANAH. 

Pasal 1 

Beberapa keten tu a n dala m Pera tura n Daerah Provin s i 
Lampung Nomor 29 Tahun 20 14 ten tang Pengelolaan Air Tanah 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampun g Tahun 2014 Nomor 29, 
Tambahan Lem bara n Daerah Provin s i Lampu n g Nom or 350), 
diubah sebagai berikut: 

1.	 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pa sal 1 be rbunyi sebagai 
beriku t: 

BAB I
 

KETE NTUAN UMUM
 

Pa sal 1
 

Dalam Peraturan Daera h ini, yang di ma ks ud dengan: 

1.	 Daerah adalah Provinsi Lampu n g. 

2.	 Pemerin tah Da erah adalah Pem erin tah Provin s i Lampu ng. 

3.	 Menteri a dala h Menteri yang menyelen ggarakan u ru sa n 
pemerin ta han di bidan g En ergi dan Sum ber Daya Min eral. 

4.	 Gubernu r ada lah Gu bernur La m pu n g. 

5.	 Bupa t ij Walikota adalah Bu pa ti j Walikota Ka bu pa ten j Kota di 
Provin s i Lampung. 

6.	 Kabu patenjKota adalah Ka bupaten j Kota di Provin si Lampung. 

7.	 Dinas En ergi dan Sumber Daya Minera l adalah Din a s Energi 
dan Su m ber Daya Mineral Provinsi Lampu n g. 

8.	 Organ isa s i Perangkat Daerah yan g selanj u tnya di sebut OPD 
adalah Organisasi Perangkat Da erah yang melaksanakan 
pelaya nan perizinan di Pemerintah Provinsi Lampu n g. 

9.	 Kepa la Din a s adalah Kepa la Dina s En ergi dan Sumber Daya 
Minera l Provin s i Lampu n g. 

10 . Air	 Tanah adalah air yang terda pa t dalam la pisan tanah atau 
batua n di bawah permukaan tanah . 

11.	 Akuifer adalah lapisan batuan jen u h air tanah ya ng dapat 
menyimpan dan meneruskan air ta n a h dalam j u mla h cukup 
dan ekonom is . 

12. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh 
batas h idrogeologis , tempa t semua kejadia n h idrogeologis 
seperti proses pengimbuhan, pen ga liran, dan pelepasan air 
tanah berla n gs u n g. 
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13 .	 Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air ya ng mampu 
menambah air tana h secara alamiah pada Cek u n gan Air Ta nah. 

14.	 Daerah lepasa n air tanah adalah daerah kelu a ran air tanah ya n g 
berlangsung seca ra alamiah pada Cek u ngan Air Ta nah . 

15 .	 Rekomendasi tekn is adalah persyaratan tekn is ya ng bers ifat mengika t 
dalam pemberian izin pengeboran, izin pen gga1ian , izin pemakaian dan 
izin pengusahaa n air tanah. 

16.	 Pengelolaan air tanah adalah upaya m erencanakan, melaksanakan , 
memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservas i air tanah , dan 
pendayagunaan ai r tanah . 

17.	 Inventarisasi air ta n a h adalah kegiata n u n tuk memperoleh data dan 
inforrnasi air tanah serta mengetahu i ceku n gan da n potensi a ir tanah 
dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitia n dan eksplorasi. 

18.	 Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan kea da an, sifat, dan fungsi air tanah agar senan tia sa tersedia 
dalam kuantitas dan kua litas yang memadai unt u k memen uh i kebutuhan 
makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 

19.	 Pendayagunaan air tanah adalah upaya pen a tagunaan, penyediaan dan 
pen ggun aa n, pe ngem bangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, 
berhasil guna dan berdaya guna. 

20.	 Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untu k m encega h , 
men anggulangi, dan memulihkan kerusaka n ku alita s lin gku n gan yang 
disebabkan oleh daya rusak air tanah. 

21.	 Pengambilanjpemanfaatan air tanah ada lah setiap kegia tan 
pengambilarr/pemanfaatan untuk memperoleh a ir tanah dengan cara 
penggalian, pengeboran, penurapan ma ta air, atau den gan cara la in nya . 

22 . Pengeboran air tana h adalah kegia tan mem buat s u m u r bor air tanah ya ng 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebaga i sarana eksplorasi, 
pengambilan, pemakaian dan pengusah aan, pemanta u an, atau imbuhan 
air tanah . 

23.	 Penggalian air tanah adalah kegiatan membu a t su m u r gali, saluran air, 
dan terowongan a ir untuk mendapa tkan a ir tanah ya n g dilaksanakan 
sesuai dengan pedoman teknis sebagai sara n a eksplora si, pengambilan, 
pemakaian dan pen gusa ha an , pemanta uan, atau im bu han air tanah . 

24.	 Pelestarian air tanah adalah upaya mempertaha n kan kelestarian kondisi 
dan lingkungan a ir tanah agar tidak mengalam i perubahan. 

25. Perlindungan a ir tanah adalah upaya menj aga kebera daa n serta 
mencegah terjadinya keru saka n kondisi dan lingku n ga n air ta n ah . 

26.	 Pemeliharaan a ir tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah 
agar sesuai fungsinya. 

27. Pengawetan air tanah adalah upaya m emelih ara kon disi dan lingk ungan 
air tanah agar se1alu tersedia dalam kuanti tas dan ku a lita s ya ng 
memadai . 

28. Pengendalian kerusakan air tanah adalah u paya men cegah dan 
menanggulangi kerusa kan air tanah serta memulih ka n kond isinya agar 
fungsinya kemba li s eperti semula. 

29.	 Pengendalian pencemaran air tanah adalah u paya pencega h an dan 
penanggulangan pen cemaran air tan a h serta memu lihkan air tanah 
untuk menjamin ku a litas air tanah agar sesu ai denga n baku m u tu ai r . 

30.	 Pernulihan air ta nah adalah upaya u n tu k memperbaiki atau 
merehabilitasi kondis i dan lingku ngan air tanah agar lebih ba ik atau 
kembali seperti sem ula . 
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31.	 Rehaoilitasi air tanah adalah usaha untu k m emperbaiki kon disi dan 
lingkungan air tana h yang telah m en gala m i pen u ru nan kuanti ta s dan 
atau kualitas agar lebih bai k atau ke m bali seper ti semu la. 

32.	 Penatagunaan air tanah adalah u paya un tu k penentuan zona 
pengambilan dan pen ggun aan air tana h. 

33.	 Penyediaan air tanah adalah upaya pemenu h a n kebutuhan a kan ai r dan 
daya air untu k m emen u h i berbagai keperluan dengan ku alita s dan 
kuantitas yang ses u ai. 

34.	 Penggunaan air tanah adalah pengambilan dan pema n faa tan a ir tanah 
dan prasaranya. 

35.	 Pengembangan air ta n a h adalah upaya pen in gkatan kema n fa a ta n fu n gsi 
air tanah sesuai denga n daya dukungnya. 

36.	 Pengusahaan air tanah adalah upaya pen gambila n dan pema n faa ta n air 
tanah untuk mem en u hi kebu tu han usaha. 

37.	 Pemb:lnaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan , 
petun juk, bimbingan, pelatihan dan penyu lu han untu k meningkatkan 
kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air ta n ah. 

38.	 Pengendalian perigarnbilari air tanah adalah sega la usaha yang mencakup 
kegiatan pengatu ran, penelitian dan pemantauan pengambila n air tanah 
untuk menjamin pem a nfaa ta n nya secara bijaksa n a demi menja ga 
kesinambungan ku ant ita s dan kua lita snya. 

39.	 Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dila k u ka n untu k menjamin 
tercapainya pela ksanaan teknis dan administ ra s i pengelolaa n a ir tanah. 

40. Pemantauan air tana h adalah pengamata n da n pen catatan secara 
meneru s atas peru ba h a n kuantitas, kual ita s , dan Iin gk u n ga n air tana h , 
yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan j a ta u pen gambilan air 
tanah. 

41.	 Sumu r pantau adalah sumur yang d ibuat untuk memantau kedu dukan 
muka darr/atau ku a lita s air tanah pada akuifer tertentu. 

42 .	 Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau ya ng tertata 
berdasarkan ke bu tu han pemantauan terhadap air tanah pada suatu 
cekungan air tana h. 

43.	 Sumu r gali adalah sumur yang pembua ta n nya d ila ku ka n dengan 
menggali baik secara mekanis maupu n manua l. 

44.	 Sumur bor adalah sumur yang pembu a ta n nya d ilaku kan de n ga n 
mengebor baik secara mekanis maupu n manu a l. 

45.	 1zin perigeboran air tana h adalah izin untuk m elak ukan pengeboran air 
tanah sesuai dengan keten tu a n teknis yang berla k u . 

46 . Izin penggalian adala h izin untuk melaku kan kegia ta n pen ggalia n air 
tanah sesuai den gan keten tu an teknis yan g berla ku . 

47.	 Izin pemakaian a ir tanah adalah izin u n tu k m emperoleh dan I atau 
mengambil air ta nah untuk kegiatan non usa ha sesuai denga n keten tuan 
teknis yang berlak u . 

48.	 1zin pengusahaa n a ir tanah adalah izin u n tu k memperoleh dan Zatau 
mengambil air tanah untuk dimanfaa tkanjmela k ukan kegia tan u saha . 
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2 .	 Keten t uan Pasal 6 aya t (1) diubah, sehingga Pasa l 6 aya t (1) berbu nyi seba ga i 
berikut: 

BAB IV 

RUANG LINGKUP
 

Pasa16
 

(1)	 Ruang lingkup pengelola a n air tanah yaitu pada cek u n gan a ir tanah 
dalam daerah Provinsi . 

(2)	 Pengelolaan air tanah meliputi inven tarisasi, pendaya gu n aan a ir tanah, 
perun tukan pemanfaatan, konservasi dan pem a n tauan. 

3.	 Ketentuan Pasal 7 di u bah , sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

BAB V
 

WEWENANG DAN TANGG UNG J AWAB
 

Pasal 7
 

(1)	 Wewenang dan tanggung jawab Gu bemur dalam pengelolaan air tanah 
meliputi : 

a .	 menetapkan pola pengelolaan air tana h pa da cekungan air tanah dan 
da.lam daerah provin s i berdasarkan pada prinsip k eterpadu a n antara 
air tanah dan air permukaan; 

b.	 menetapkan renca n a pengelolaan air tana h pa da cek u n ga n air tanah 
dalam daerah provin s i dengan memperh a tikan kepen tingan provinsi 
sekitarnya; 

c.	 menyediakan d u k u n ga n dalam pen gembangan da n pemanfaatan air 
tanah, melip u ti penyed ia a n informasi cekungan, sebaran a k uifer, 
kuantitas da n k u alitas air tanah; 

d.	 menetapkan dan mengelola zona konservas i air tanah pada cekungan 
air tanah da lam daerah provinsi; 

e .	 menetapkan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tana h dalam daerah 
provinsi; 

f.	 menyiapkan kelembagaan, sum berdaya manusia, sarana dan 
peralatan, serta pem biayaan untu k mend u k u n g pengelolaan a ir ta n ah 
pada cekungan air tanah dalam daerah provin si; 

g.	 merencanakan dan melaksanaka n inven ta risasi , kon serv a s i, dan 
pendayagunaa n air tanah pada ceku n ga n air tanah dalam daerah 
provinsi sesuai den gan kebijaka n , pedoman, norma, persyaratan, 
prosedur, kriteria dan standar yang diteta pkan oleh pemerintah; 

h .	 mengatur dan menetapkan peruntukan pem an fa a tan air tanah pada 
cekungan air tan ah dalam daerah p rovin s i; 

1.	 mernberikan rekomendasi teknis untu k penerbita n izin pen gebora n , 
izin penggalian , izin pemakaian da n izin pengusa h a a n air tanah , pada 
cekungan a ir tanah daerah provinsi; 

J.	 mengelola data dan informasi air tanah di wilayah Provinsi Lampung; 

k.	 menetapkan j a rin gan sumur pantau air tana h pada cekun gan air 
tanah dalarn da era h provinsi; 

1. mernfasilitasi penyelesaian sen gketa antar Pemerintah 
Kabupateri/ Kota dalam pengelolaan a ir tanah; 
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m.	 melakukan pembinaan, pelatihan di bidan g pengelolaan air tanah; 

n.	 melaksanaka n kewen anga n di bidang pengelolaan air tanah yang 
didekonsentrasikan dan diperbantu kan oleh Pemerintah. 

(2)	 ~ewenang dan tan ggung jawab seba gaima n a dimaksu d pa da ayat (1) 
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Energi dan S u m ber Daya Min era l. 

(3)	 D.alam melaksa nakan wewen ang da n tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordin a s i dengan Din a s Energi 
dan Sumber Daya Mineral dan Pemerin tah Ka bu paten zKota. 

4.	 Keten tu a n Pasal 8 ayat (1) h uruf f diubah, sehin gga Pasal 8 ayat (1) h u ru f f 
berbunyi sebagai beriku t: 

BAB VI 

KEGIATAN PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 

Inventarisasi Air Ta n a h 

Pasal 8 

(1)	 In ventarisa s i a ir tanah melipu ti kegia tan pemetaan , penyelid ika n dan 
penelitian, eksplora si, serta evaluasi d a ta air ta n a h untu k menentu kan: 

a.	 sebaran ceku n ga n air tanah; 

b.	 daerah imbuhan dan lepasan air tanah; 
c.	 geom etri dan ka rakte ris t ik akuife r; 

d .	 nera ca dan potensi a ir tanah ; 

e.	 perencanaan pen gelolaan air tanah; 

f.	 pengambilanjpem anfaatan dan pengusaha a n a ir tanah ; da n 

g.	 upaya kon s ervasi air tanah. 

(2)	 Kegiatan inventarisasi air tanah seba gaimana dim aks u d pa da aya t (1) 
yang dilaksanaka n u n tuk penyusu nan rencana atau pola in d u k 
pengembangan terpadu air tanah disaj ikan pa d a peta skala 1: 10 0 .000. 

(3)	 Hasil inventarisasi air tanah sebaga imana dima ksud pa da ayat (2), 
digunakan sebagai da sar perencanaan kon servasi dan pen dayagunaan air 
tanah. 

(4)	 Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaks u d pada ayat (2), 
disampaikan kepada Men teri dengan tembusan kepa da BupatijWalikota. 

(5)	 Tata cara inventari sasi a ir tanah seba gaima n a d imaksu d pada ayat (1) 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubem u r . 

5.	 Ketentuan Pasal12 aya t (1) , ayat (2), dan aya t (4) d iubah, sehin gga Pasal12 
ayat (1), ayat (2), dan aya t (4) berb u nyi seba gai beriku t: 

Pasal 12 

(1)	 Gubemur dan semua pihak yang berka ita n denga n kegiatan 
pendayagunaan a ir tanah melaksanaka n kon servasi air tanah. 

(2)	 Setiap pemegang izin pemakaian air ta n ah , izin pengusahaan air tanah 
dan izin penurapan mata air wajib melaksanakan konservasi air tanah. 
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(3)	 Kegiatan selain sebagaimana dimaks ud pa da ayat (1) dan ber potensi 
mengubah atau m eru sak kondisi dan lingk ungan air tanah wajib disertai 
dengan upaya kon serva s i air tanah. 

(4)	 Gubernur melaku kan penetapan dan perl in dungan daerah im buh a n air 
tanah pada ceku nga n air tanah dalam d aerah provins i. 

6.	 Ketentuan Pasal 13 aya t (2) diubah, seh ingga Pasa l 13 aya t (2) berb u nyi 
sebagai berikut: 

Bagian Ketiga
 

Peren canaan Pendayagunaan Air Tana h
 

Pasal 13 

(1)	 Perencanaan pen dayagunaan air tanah d ila ksanakan sebagai dasar 
pendayagunaan air tanah pada cekungan air tana h . 

(2)	 Kegiatan perenca n a an pendayagunaa n air ta nah dila k u kan da la m rangka 
pengaturan pemakaian dan pengusahaan a ir tan a h . 

(3)	 Perencanaan pendayagunaan air tanah seba gaimana dimaksud pacta ayat 
(1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan koriserva s i air tanah. 

(4)	 Dala m melaksa nakan perencanaa n pendayagunaan air tanah 
sebagaimana d im a ks u d dalam ayat (1) waj ib m eliba tk a n peran serta 
masyarakat. 

(5)	 Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) rneru pakan salah satu da sa r dalam penyusuna n rencana 
tata ruang wilayah. 

7.	 Keten tu a n Pasal 15 d iubah, sehingga Pasal 15 berb u n yi sebagai berikut: 

BAB VII
 

PE RIZINAN DAN REKOMENDAS I TEKNIS
 

Bagian Kesatu
 

Perizinan
 

Pasal 15
 

(1)	 Setiap pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah 
yang dilakukan pada titik atau lokasi tertentu h a nya dapat d ilaksanakan 
setelah memperoleh izin dari Gubern u r mela lu i Din a s Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpad u Satu Pintu Provin s i Lampung. 

(2)	 Izi11. sebagairnana d imaks ud pada ayat (1) terd iri da ri: 

a. izin pengeboran a ir tanah; 

b. izin penggalian air tanah; 

c. izin pemakaia n a ir tanah; dan 

d. izi n perigueah .aan air tanah. 

(3)	 Izin sebagaimana d imaks u d pada ayat (2) diselenggarakan oleh Gu bernur 
sesuai dengan kewen angannya. 

(4)	 Izin Pen geboran, Izin Penggalian dan Izin Pemakaia n merupakan dasar 
pelaksanaan kegia tan pengeboran, penggalian dan pemakaia n air tan ah. 

(5)	 Izi11. Pengusahaa n Air Tanah merupaka n dasar pela k sa n a a n kegiatan bagi 
pernegang izin ya n g melaksanakan kegia tan u sa h a yang menggunakan 
surnber air tanah. 
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(6)	 Izin Pengusahaan Air Tanah bukan meru pakan pemberian wewenang 
atau pengalihan pen gu a saan sumber air tanah dari Gu bern u r kepa da 
pemegang izin. 

(7)	 Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan den ga n m em perh a ti kan prin s ip 
keterpaduan pen ggu naan air permu kaan dan air ta nah. 

8.	 Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 12 (dua belas) Pasa l yaitu 
Pasal 15 A, Pasal 15 B, Pasal 15 C, Pasal 15 0, Pa sal 15 E, Pa sal 15 F, Pasal 
15 G, Pasal 15 H, Pasal 15 I, Pasal 15 J, Pasal 15 K, dan Pasal 15 L,seh ingga 
berbunyi sebagai berik u t: 

Pasal 15 A 

Pernegang 1zin Pen geboran, Izin Penggalian, Izin Pemaka ia n dan
 
Izin Pengusahaan Air Tanah
 

(1)	 Izin pengeboran , izin penggalian, izin pem a kaian da n izin pengu sahaan 
air tanah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) diberikan kepada: 
a. badan usaha milik Negara; 

b. ba dan usaha m ilik daerah; 

c. ba da n usaha m ilik desa; 

d.	 badan usaha swa sta; 

e. koperasi ; atau 

f.	 perseorangan. 

(2)	 1zin sebagaimana dimak su d ayat (1) tidak dapat d is ewa kan atau 
dipinclahtangankan, sebagian atau selu ruhnya kepa da p ihak lain. 

Pasal 15 B 
Izin Pengeboran Air Tanah 

(1)	 Untuk memperoleh Izin Pengeboran Air Tan ah sebagaima na d imaksu d 
dalam Pasal 15 ayat (2 ) h uru f a , pemohon waj ib mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Kepala OPD yang m embida ngi urusan perizin a n. 

(2)	 lzin Pengeboran Air Ta nah diterbitkan setela h mern peroleh rekomendasi 
tekn is, dengan keten tuan: 

a.	 pa a setiap Ceku ngan Air Tanah lin tas provin si setelah m em peroleh 
rekomendasi tekn is yang berisi perset uj uan dari menteri yang 
menyelenggara kan u rusa n pemerin tahan di bidan g air tanah . 

b.	 dalam wilayah provin s i selain pada Cekun gan Air Tana h lintas provin s i 
serta pada wilayah bukan cekungan setela h m em peroleh rekomendasi 
teknis yang b eri si persetujuan dari Dina s Energi dan Sumber Daya 
Mineral Provins i Lampu n g. 

(3)	 1zin pengeboran a ir tanah dapat dituj u kan u n tu k izin pem akaia n dan izin 
pengusahaan air tanah . 

(4)	 1zin Pengeboran air tanah untuk izin pem akaian da n izin pengusahaan 
sebagaimana di m aksud pada ayat (3) d iberikan untu k jangka wa ktu 6 
(enam) bulan. 

(5)	 Pelaksanaan pen geboran air tanah harus dila ku kan oleh pen gusaha yang 
telah merniliki Izin Peru sahaan Pengeboran Air Tanah d an mempunyai 
Juru Bor yang te la h m emilik i Surat lzin Juru Bor serta ins tala s i bornya 
sudah mendapat Sura t Tanda Instalasi Bor sesuai dengan ketentuan 
peraturan perunda n g-undangan. 
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(6)	 Ketentuan lebih la nj u t mengenai persyaratan da n ta ta cara pengajuan Izin 
Pengeboran Air Ta n a h akan diatur den gan Pera t u ran Gu bemu r 

Pasal 15 C
 
Hak dan Kewaj iban Pemegang lzin Pengeboran Air Tanah
 

(1)	 Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 B berhak: 
a.	 melakukan pengeboran di lokasi yang dizin ka n. 

b.	 membangun sarana dan prasarana s u m u r bor. 

(2)	 Pemegang lzin Pengeboran Air Tanah wajib : 
a .	 mematuhi ke ten tuan dalam izin. 

b.	 memasang meter air dan penyegelannya dila ku ka n oleh petugas 
Perangkat Daerah yan g membidangi urusan energi dan sumber daya 
mineral. 

c .	 memasang pipa piezometer untu k pemanta uan kedalaman m uka air 
tanah; 

d .	 menyampaikan laporan rencana pen geboran, la poran hasil pengeboran 
beserta kelengkapan teknis da n lapora n uji pemompaan yang 
disaksikan oleh petugas OPO yang mem bidangi urusan en ergi dan 
sumbel' daya m in eral . 

e.	 menyampaikan dokumen SKPPL, UKL dan UPL atau AMOAL. 

f.	 memberikan tanggapan yang positi f dala m h al timbu l gejolak sosial 
masyarakat di seki tar loka s i kegiatan . 

g.	 memberikan ganti rugi ya n g ditimbulkan akibat adanya kerugian dari 
masyarakat . 

h.	 memberikan kem uda h a n dan menerima kunj u n gan pen gecekan dari 
petugas Peran gka t Daerah yang membidangi u ru sa n energi dan sumber 
daya mineral dan 

i.	 mengajukan izin pengusahaanjpemakaian air tana h pal ing lam bat 14 
hari setelah selesai pelaksanaan pengebora n kepada Kepala OPO ya ng 
membidangi u ru san perizinan dengan tem b usan kepada Kepala GPO 
yang membidangi urusan energi da n sumber daya mineral. 

Pasal 15 D
 
Izin Penggalian Air Tanah
 

(1)	 Untuk memperoleh Izin Penggalian Air Tan ah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2) h u ru f b, pemoh on waj ib men gaj u ka n permohonan 
secara tertulis kepada Kepala GPD yang membida n gi urusan perizinan . 

(2)	 Izin Periggaliari Air Tanah diterbitkan setelah mem p e r o le h rekomendasi 
teknis, dengan keten tuan : 
a .	 pa a setiap Ceku n gan Air Tanah linta s provinsi sete1ah mem peroleh 

rekomendasi te kn is yang berisi persetuj uan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemeri n tahan di bidang air tanah . 

b.	 dalam wilayah provin s i selain pada Cekun gan Air Tanah lin tas provinsi 
serta pada wilayah bukan cekungan setela h mem peroleh rekomendasi 
teknis yang be ri s i persetujuan dari Dina s Energi dan Sumber Daya 
Min eral . 

(3)	 Izin Penggalian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan . 
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(4)	 Ketentuan lebih lanj ut mengenai persyaratan da n tata cara pengaj uan Izin 
Penggalian Air Tana h akan diatur dengan Pera tu ran Gubernu r. 

Pasal 15 E
 
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pen gga lian Air Tanah
 

(1)	 Pemegang Izin Pen ggalian Air Tanah sebaga imana dimaksud dala rn Pasal 
15 D berhak: 
a.	 melakukan penggalian pada lokasi ya n g diizin ka n ; dan 

b.	 membangun sarana dan prasarana sumur ga li . 

(2)	 Pernegang lzin Pen ggal ian Air Tanah wajib: 
a.	 memat u h i ketentuan dalarn izin; 

b.	 memasang meter air dan penyegelannya dilaku ka n oleh SKPD yang 
membidangi u r u san energi dan sum ber daya m in eral; 

c.	 menyampaika n doku men SKPPL atau UKL dan UPL; 

d.	 rnenyarnpaikan laporan ha s il penggalian beserta kelengkapan teknis 
serta laporan uj i pernornpaan dan pema sangan posisi pornpa yang 
disaksikan oleh petu ga s dari OPD ya n g mem bida ngi urusan energi dan 
sumber daya m in era l; 

e.	 memberikan tanggapan yang positif dalam h a l timbu l gejolak sosial 
masyarakat di seki tar loka s i kegiatan; 

f.	 memberikan ganti rugi yang ditimbu lkan akiba t adanya kerugian dari 
masyarakat; dan 

g.	 memberikan kemu daha n dan menerima kunjun gan pengeceka n dari 
petugas OPD yang m em bida ngi uru san en ergi dan surnber daya 
min era l. 

Pasa115 F
 
Izin Pemakaian Air Tana h
 

(1)	 Untuk rnemperoleh Izin Pemakaian Air Ta n a h sebaga ima na dirnaksud 
dalam Pasal 15 aya t (2) h u ruf c, pemoh on waj ib men gajukan permohonan 
secara tertulis kepada Kepala OPD yang rnembida ngi urusan perizinan . 

(2)	 Izin Pemakaian Air Tanah untuk kegiatan n on komers ia l d iberika n u n tu k 
pengambilan air tanah lebih dari 9 (sem bilan) m eter ku b ik per hari. 

(3)	 Izin Pemakaian Air Ta n a h dengan penga mbila n a ir tanah lebih dari 2 (d u a ) 
liter per detik diberikan kepada pertanian rakyat non komersial. 

(4)	 Izin Pernakaian Air Tanah diberikan u n tu k jangka waktu 3 (tiga) tahun 
dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin. 

(5)	 Ketentuan lebih lanj u t mengenai persya ratan dan tata cara pengajuan Izin 
Pemakaian Air Tana h diatur dengan Peraturan Gu bernu r . 

(6)	 Pengambilan air tan a h untuk kebutu h a n pokok sehari-hari sebagaimana 
dimaksud dalam Pa sa l 15 F ayat (2), tid ak di perlu kan Izin Pemakaian Air 
Tanah dengan keten tuan sebagai beriku t : 
a.	 jum lah pengambilan air tanah ku rang da ri 9 (s embilan) meter k ub ik 

per hari; dan 

b .	 bagi pertanian ra kyat yang belum ada iriga sinya dan kuran g dari 
2 liter / detik. 
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Pasal 15 G
 
Hak dan Kewaj iban Pemegang Izin Pema ka ia n Air Tanah
 

(1)	 Pemegang Izin Pemaka ian Air Tanah sebaga imana dimaksu d dala m Pasal 
15 F berhak: 
a.	 mernperoleh dan m ema n fa a tka n air tanah sesuai debi t dan peru n tukan 

yang diizinkan ; dan 
b.	 membangun pra sa rana dan sarana a ir tanah. 

(2)	 Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah wajib: 
a.	 mematuhi keten tuan dalam izin; 

b.	 mengoperasikan m eter air yang tela h disegel oleh petugas OPD yang 
membidangi u rusa n energi dan su m ber daya m in era l; 

c.	 melaporkan j u mla h pengambilan ai r tanah setiap b u lan kepa da OPD 
yang membidangi urusan energi dan s u m ber daya min eral den ga n 
tembusan Gubem ur dan Bupati/Walikota; 

d.	 mentaati debit maksimu m yang diizinkan dan apabila melampaui 
ketentuan akan d iken a kan sanksi ses u a i dengan keten tu an peraturan 
perundang-u n danga n ; 

e.	 membayar pajak air tanah ses uai den gan ketentuan pera tu ran 
perundangan-u nda n gan; 

f.	 memberikan air tanah paling sed ik it 15 % (lim a belas persen ) dari 
batasan debit pemakaian air tanah yang di teta p ka n dalam izin bagi 
pemenuhan kebu tu h a n pokok sehari-hari m asyara ka t setempat; 

g.	 berperan serta dalam penyediaa n sum ur pantau air tanah dan 
membangun su m u r resapan yang di ten tukan oleh Kepala OPD yang 
membidangi u rusan en ergi dan su m ber daya mineral ; 

h.	 mengoperasikan sumur pantau u n tuk sumur ke 5 (lima) danlatau 
kelipatannya atau pengambilan air tanah den gan debit 50 (lima puluh) 
liter per detik dari satu sumur a tau lebih dalam area l ku ra n g dari 10 
(sepuluh) hektar; 

1.	 menjaga keseimbangan pengambila n air ta n ah; 

J.	 menyampaika n dokumen SKPPL, UKL dan UPL a ta u AMDAL; 

k.	 memberikan tangga pan ya ng positif dalam hal timbu l gejolak sosia l 
masyara kat di sekitar loka s i kegiatan; 

1.	 melaku kan penghema ta n air tanah dengan cara mengu rangi 
penggunaan air tanah serta mengguna kannya secara efektif dan 
efisien; 

m.	 memberikan gan ti ru gi yang ditim bulka n akiba t adanya kerugian 
masyarakat; dan 

n.	 memberikan kemu dahan dan menerima kunjun gan pengeceka n dari 
petugas OPD ya n g mem bidangi u ru san en ergi dan sumber daya 
mineral. 

Pasal 15 H
 
Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah
 

(1)	 Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaks ud da lam Pasal 15 F dapat 
diperpanjang. 
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(2)	 Perpa:njangan di ajuka n secara tertu lis kepada Kepala OPO yang 
membidangi uru san perizinan palin g cepat 3 (tiga) bu la n dan paling 
lambat 1 (satu) bula n sebelum berakh irnya izin , apabila dalam wa ktu 
kurang dari 1 (satu) bu lan sebelum berakh irnya izin tidak men gajukan 
permohonan, maka izin tidak dapat d iperpanjang dan harus mengajukan 
permohonan izin ba ru . 

(3)	 Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah diter bitkan setelah mem peroleh 
rekorr.endasi teknis, dengan ketentuan: 

a.	 pada setiap Ceku n ga n Air Tanah linta s p rovin s i setelah mem peroleh 
rekomendasi tekn is yan g berisi persetuj uan dari m en ter i yang 
menyelenggarakan u rusan pemerintahan d i b ida n g air tanah; da n 

b.	 dalam wilaya h provin s i selain pada Cekun gan Air Tanah linta s provin si 
serta pada wilaya h b u ka n cekungan setelah m em peroleh rekomendasi 
teknis yang berisi persetujuan da ri Dinas En ergi dan Sumber Oaya 
Mineral Provinsi La m pu n g. 

(4)	 Perpanjangan Izin Pem a ka ia n Air Tanah sebaga im a na dimaksud pada ayat 
(1) diberikan untu k jangka waktu 3 (tiga ) tahu n. 

(5)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai persya ratan perpanjangan izm 
pemakaian air tanah d ia tu r dengan Peraturan Gu bernu r . 

Pasal 15 I
 
Pe ru ba h a n Izin Pemakaian Air Tana h
 

(1)	 Izin Pemakaian Air Ta n a h dan perpanjangannya h anya da pa t d iubah, 
apabila: 
a.	 perubahan kon d is i lingkungan air tanah yang sangat berarti . 
b.	 perubahan j umlah pengambilan air ta n a h . 
c.	 pernegang izin mengajukan permohonan peru bahan izin. 

(2)	 Perubahan izin sebagaimana dimaks u d pada aya t (1) berupa peru bahan 
jumlah pengambilan air tanah. 

(3)	 Perubahan izin sebagaimana dimaksud pa da aya t (1) huruf a dan h u ru f b, 
diberitahukan terlebih dahulu oleh pem beri Izin Pe makaian Air Tanah 
kepada pemegan g Izin Pemakaian Air Tanah. 

(4)	 Dalarn jangka wa k tu paling cepat 14 (em pa t belas) h a ri kerja sejak 
pernberitahuan sebagaimana dimaksud pad a aya t (3 ) d iteri m a oleh 
pemegang izin, pemberi Izin Pemakaian Air Tana h menetapkan peru bahan 
121n. 

(5)	 Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegan g izin 
sebagaimana d ima k su d pada ayat (1) huru f c dilaku kan pada saat 
perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah . 

(6)	 Izin Pemakaian Air Tanah dan perpa njangannya yang tela h d iberikan 
kepada pemohon yang masih berlaku, ternyata terdapat peru bahan 
pemilik atau bada n u sa h a , maka izin ba tal den gan send irinya. 

(7)	 Perubahan sebagaimana dimaks u d pada ayat (6) diaj u ka n paling la mbat 7 
(tujuh) hari kerja setelah terjadi peruba han. 

(8)	 Pemilik baru sebagai akibat perubahan kepem ilika n sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), izin pemakaian air t a n a h m a sih berlaku. 
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Pasal 15 J
 
Izin Peru saha an Pengeboran Air Tanah
 

(1)	 Untuk memperoleh Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 B ayat (5), pem oh on waj ib mengajukan 
permohonan secara tertu lis kepada Kepala OPO ya n g membidangi urusan 
perizinan . 

(2)	 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tan ah d iberikan kepada peru sa haan 
pengeboran air tanah. 

(3)	 Izin Perusahaan Pen geboran Air Tanah diklasifikasikan menjadi 3 (t iga ) 
golongan yaitu : 
a.	 Golongan A, adalah perusahaan Pengeboran Air Tanah men ggun a ka n 

bor mesin dengan sistem putar ata u tum bu k yang mampu men gebor 
sumur berdiameter lebih 8 Inch d en gan keda la m an lebih dari 250 
meter; 

b.	 Golongan B, adalah perusahaan Pengeboran Air Ta n a h m en ggu n akan 
bor mesin dengan sistem putar atau tum bu k ya n g m a m pu mengebor 
sumur berdiameter lebih 6-8 Inch dengan keda la m an sampai 250 
meter; dan 

c.	 Golorigan C , adalah perusahaan Pengeboran Air Tanah menggunakan 
bor mesin denga n sistem putar ata u tum bu k yang mamp u mengebor 
sumur berdiam eter kurang dari 6 Inch den ga n keda lama n sampai 100 
meter. 

(4)	 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diberika n kepada pelaksana 
pengeboran untuk jangka waktu 3 (tiga ) tahu n . 

(5)	 Izin Perusahaan Pen geboran Air Tanah dapa t d iperpa njan g atas 
permohonan pemegang izin. 

(6 ) Keten tu an lebih la njut mengenai persyaratan pengaj u an Izin Per u sa h aan 
Pengeboran Air Ta n ah d an perpanjanganya a kan diatur dengan Peratu ran 
Gu bernur. 

Pasa! 15 K
 
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
 

(1)	 Pemegang izin perusa h aan pengeboran air tana h sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 J aya t (1) be rh a k: 
a .	 melakukan kegia ta n pengeboran sesuai kla s ifika sinya; dan 

b.	 melakukan kegia tan pengeboran di wilayah Oa era h . 

(2)	 Pemegang izin perusahaan pengeboran a ir tanah waji b : 
a.	 melaporkan h a sil kegiatan usahanya secara tertu lis kepa da Oinas 

Energi dan Su m ber Daya Mineral ya n g m em bidangi u rusa n energi dan 
surnber daya m in era l; 

b .	 mengirimkan la poran hasil pengeboran sesu a i standar yang telah 
ditentukan berik u t gambar konstruksi sum u r bor kepada Oinas Energi 
dan Sumber Oaya Mineral; dan 

c .	 perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepa da Kepala OPO ya n g 
membidangi u rusa n perizinan selamba t-Ia m ba tnya 1 (satu) bulan 
sebelum bera khimya izin dan apabila tid ak di perpanjan g peru sa h a a n 
dianggap tidak aktif la gi. 



- 15 ­

Pasal 15 L 
Juru Bor 

(1)	 Juru bor wajib mem p unyai izin juru bor. 

(2)	 Untuk memperoleh Izin Juru Bor sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), 
pemohon wajib m engaj u ka n permohonan secara tertulis kepada Kepala 
OPD yang membidan gi urusan perizina n . 

(3)	 Izin Juru Bor diberikan kepada perorangan. 

(4) Izin Juru Bor berla ku selama 3 (tiga) tahu n da n da pa t diperpanjang. 

(5)	 Pemegang Izin J u r u Bor wajib menyampaikan laporan atas pekerjaa n yang 
dilakukan kepada Kepala Dinas Energi dan Su m ber Daya Mineral. 

9.	 Ketentuan Pasal 16 d iuba h , sehingga Pasal 16 berb u nyi sebagai berikut: 

Bagian Ked u a 

Rekomendasi Teknis 

Pasal 16 

(1)	 Izin Pengeboran , Izin Penggalian , izin pem aka ia n air tana h atau izin 
pengusahaan a ir ta nah baik izin baru maup u n pe rpanj a nga n diterbitkan 
oleh Gubernur melalui OPD yang membida n gi uru san perizinan setelah 
mendapatkan re komendasi teknis ya n g ber sifat mengikat dengan 
ketentuan: 
a.	 pada setiap Cekungan Air Tanah lin ta s provin s i setelah memperoleh 

rekomendasi teknis yang berisi persetuj uan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pernerin tahan di bida n g air tanah; dan 

b.	 dalam wilayah pro insi selain pa d a Cekunga n Air Tanah lintas 
provinsi serta pada wilayah buka n cek ungan setelah memperoleh 
rekomendasi tekn is yang berisi persetujuan dari Dinas Energi dan 
Sumber Daya Minera l. 

(2)	 Rekomendasi tekn is sebagaimana d imaksu d pada ayat (1) diberikan 
berdasarkan zona kon serva si air tana h. 

(3)	 Permohonan rekom endasi teknis u n tuk pen erbitan izin bar u kepa da 
Dinas Energi dan Su mber Daya Mineral sebaga im ana di m aksu d pada ayat 
(1) huruf a wajib d ila mpiri laporan teknis yang terd iri da ri : 

a .	 laporan rencana pengeboran atau penggalia n air tanah ; 
b.	 laporan hasil pengebora n atau pengga lia n air tan ah ; 

c .	 laporan uji pemom paan sumur bor a ta u s u m ur ga li; 

d.	 Surat Keterangan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SKPPL), 
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Peman tauan 
Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingk ungan 
(AMDAL) sesuai dengan ketentuan pera turan peru n dang-undan gan . 

(4)	 Rekornendasi tekn is sebagaimana di maksud pa da ayat (1) harus sudah 
diterima oleh gu bernur mela lui Dinas Pen anaman Modal dan Pe layanan 
Terpadu Satu Pin tu paling lambat 1 (satu ) bulan ha ri kerja te rhitung 
sejak dikeluarka n nya surat permohonan rekom endasi. 

(5)	 Dinas Energi dan Su m ber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi 
teknis dengan mernberikan alasan pen olakan selamba t-lamba tnya dalam 
waktu 30 (tiga p u luh) hari kerja sejak diterim a nya permohonan secara 
lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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(6)	 Setelah Gubern u r m en erima rekomendasi teknis sebagaimana d imaksud 
pada ayat (4), dalam jangka waktu pa lin g la m a 14 (em pat bela s) hari, 
Gubemur mela lu i OPD yang men a ngan i uru sa n bida ng perizinan 
menerbitkan izin pengeboranjpenggalian air tanah . 

(7)	 Pemohon setelah menerima izin pen geboran j pen ggal ia n air tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dala m jangka waktu pa lin g lama 14 
(empat belas) hari sejak izin pengeboran j pengga lian diterima wajib 
melakukan pengeboranjpenggalian air tanah. 

(8)	 Dalarn hal pemoh on tidak melakukan pen geboranjpenggalian setelah 
jangka waktu 14 (empat belas) hari , permohonan lzin Pengusahaan Air 
Tanah menjadi ba tal dengan sendirinya . 

(9)	 Keputusan Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) d ikelua rka n paling lambat 14 (em pat belas) h an terh itu n g 
sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Dinas Energi dan Su mber 
Daya Mineral. 

(10 ) Permohonan rekomendasi teknis u n tu k pen erbitan perpanjangan Izin 
Pengusahaan Air Tanah kepada Dinas Energi da n Sumber Daya Mineral 
Provinsi Lampun g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib d ila mpiri 
laporan teknis ha s il uj i pemompaan s u m u r bor a tau sumur gali; 

(11)	 Tata cara penyu su nan dan isi laporan sebaga im ana dimaksud pada ayat 
(3) diatur lebih la nj u t den gan Peratu ran Gubernu r . 

10 .	 Ketentuan Pasa116 dan Pasal 17 ditambahka n 6 (ena m) Pasal yai tu Pasa1 16 A, 
Pasal 16 13, Pasal 16 C, Pasal 16 D, Pasal 16 E dan Pasal 16 F sehingga 
berbunyi sebagai berik u t : 

Pasal 16 A 

(1)	 Untuk memperoleh Izin Pengusahaa n Air Tanah , pemoh on wajib 
mengajukan permoh onan secara tertu lis kepa da Gu bern u r melalu i Dinas 
Penanaman Modal dan Pe1ayanan Terpadu Sa tu Pin tu Provinsi Lamp u n g. 

(2)	 Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya t (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. administratif; dan 
b. teknis. 

(3)	 Izin Pengusahaan Air Tanah paling sedikit m em ua t: 
a . n ama pemohon ; 

b. lokasi pengam bilan a ir tanah; 
c . jenis dan keda laman aku ifer ya n g di sa da p ; 

d . k u a lita s air tanah; 
e . peruntukan penggunaan air tanah; 
f. kedalaman pengebora n j pengga lia n air tan a h ; 

g. kedalaman pom pa ; 
h . debit pemompaan dan lamanya operasion al pemompa an; dan 

1. jangka waktu berlaku nya izin ; dan 
j. ketentuan hak dan kewajiban 

(4)	 Ketentuan lebih lanju t mengenai persyaratan administratif dan 
persyaratan tekn is pen gaj u a n permohonan izin sebaga imana dimaksud 
pada ayat (2) di a tu r den ga n Peraturan Gu bernur. 
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Pasal 16 B 

(1)	 Rekomendasi tek n is sebagaimana di m aksud dalam Pasal 16 A mem u a t 
informasi mengen ai: 
a.	 nama pemoh on; 

b.	 lokasi pengambilan air tanah; 

c.	 jenis dan keda la man akuifer yang disa dap; 
d .	 kualitas air tanah; 

e.	 peruntukan penggu n a an air tanah; 

f.	 kedalaman pengeboran/penggalian air tan ah; 
g.	 kedalaman pom pa ; dan 

h .	 debit pemom pa an dan lamanya operasion al pem om pa an . 

(2)	 Dengan mempertimbangkan rekomendasi tekn is sebagaimana d im aksud 
pada ayat (1), pemberi Izin Pengusaha an Air Tana h dapat: 
a.	 mengembalikan permohorian izin denga n permintaan kelengkapan 

persyaratan; 

b.	 menetapkan izin; a tau 

c.	 menolak permohonan izin. 

(3)	 Dalam hal perm oh on an izin ditolak sebagaimana d im a ksud pada ayat (2) 
huruf c , pem beri izin wajib m emberita h u kan alasan pen olakan 
permohonan izin secara tertulis kepada pemoh o n . 

(4)	 Ketentuan lebih la njut mengenai tata cara penyusunan rekomendasi 
teknis diatur dengan Pera tu ra n Gubem ur. 

Bagian Kedua A 

Ma sa Berlaku lzin Pengusahaan Air Tanah 

Pasal16 C 

(1)	 Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan u n tu k j angka waktu paling lama 3 
(tiga) tahun. 

(2)	 Masa berlaku Izin Pengusahaa n Air Tanah sebagaimana dim aks u d pa d a 
ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Moda l dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu . 

(3)	 Penetapan masa berlak u Izin Pe n gusahaa n Air Tanah sebagaimana 
dimaksud pada aya t (2) dilakukan dengan m em perhatikan: 
a.	 ketersediaan air ; 
b .	 kondisi dan lin gku n ga n sumber air; darr/ atau 
c.	 tujuan pengu sahaan. 

(4)	 Dalarn hal Izin Pengusahaan Air Tana h diberikan kepada perseorangan 
atau badan u sa h a bukan berbentu k ba dan hukum ya n g pemilik 
usahanya beruba h , izin batal dengan send ir inya. 

(5)	 Dalarn hal Izin Pe n gusahaan Air Tanah diberi ka n kepada badan u sa h a 
berbentuk bada n h u kum yang nama badan usahanya berubah , izin bata l 
dengan sendirinya. 

(6)	 Da lam h a l terjadi perubaha n sebagaimana dimaksud pada aya t (4) da n 
ayat [5), pemilik usaha yang baru a ta u bada n usaha berbentuk badan 
hukum yang ba r u tetap memperoleh Izin Pengu sa h a an Air Ta n a h yang 
sedang berjalan setelah m en gaju k a n pembaru a n izin . 

(7)	 Pembaruan izin sebagaimana dima k sud pada ayat (6) diajukan paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi peru ba h an pemilik usaha atau 
perubahan nam a badan usaha sebagaimana dimaksu d pada ayat (4) dan 
ayat	 (5). 
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(8)	 Selama proses pem baruan sebagaimana dim aks u d pada ayat (6) pemilik 
usaha yang baru a ta u badan usaha ber bentuk bad an h u kum ya n g baru 
tetap mendapatka n alokasi air. 

Bagian Ked u a B 

Per u bahan lzin Pengusah aa n Air Ta nah 

Pasal 16 D 

(1)	 Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tana h dapa t diu bah oleh pernberi 
izin dalam hal : 

a.	 Keadaan yang dipaka i sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami 
perubahan; 

b .	 Perubahan kond is i lingkungan a ir ta ri ah yang sangat bera r ti; 
dan Zatau 

c.	 Pemegang izin m en gaj u kan permoh onan perubaha n izin . 

(2)	 Perubahan izin seba gaimana dimaks ud pada ayat (1) berupa peru bahan 
jumlah pengambilan air tanah . 

(3)	 Perubahan izin seba gaimana dimaksud pada ayat (1) h u ruf a dan h u ru f b, 
diberitahukan ter lebi h dahulu oleh pem beri izin kepa da pemegan g lzin 
Pengusahaan Air Ta nah. 

(4)	 Dalam jangka wakt u paling cepat 14 (em pa t bela s ) h ari kerja sejak 
pernberitahuan sebagaimana dimaksud pa d a ayat (3) diterim a oleh 
pemegang izin, pemberi lzin Pengusahaan Air Tanah menetapkan 
perubahan izin. 

(5)	 Perubahan izin yang didasarkan pacta permoh onan pemega n g izin 
sebagaimana dima k s ud pada ayat (1) huruf c dilaku kan pad a saat 
perpanjangan lzin Pengu saha a n Air Tanah. 

Bagian Ked u a C 

Berakh im ya Izin Pengusahaan Air Tanah 

Pasal 16 E 

(1)	 Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir karena: 

a.	 habis masa berlakunya dan tidak diaj u kan perpa nj anga n ; 

b .	 kegiatan pengusaha a n air tanah tidak lagi dilakukan; dan 

c .	 izin dicabut. 

(2)	 Izin dicabut seba ga ima na dimaksud pada aya t (1) huruf c dapat 
dilakukan apabila nya ta-nya ta pemegang izin tidak mentaati ketentuan 
dalam izin. 

(3)	 lzin dicabut seba gaimana dimaksud pa da aya t (2) h u ruf c melalu i tahap 
dan proses perin ga tan tertulis dan penghen tian sementara pelak sanaan 
seluruh kegiatan. 

(4)	 Mekanisme tahap dan proses pencabu tan izin dia tur lebih lanju t den ga n 
Peraturan Gubemu r. 

(5)	 Berakhimya 12m sebagaimana di m aksu d pa da aya t (1) tidak 
membebaskan kewaj iban pemegang izin untu k m em en u h i kewajiban yang 
belu terpenuh i ses uai dengan ketentu an peru n dang-undan gan. 
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Bagian Kedua 0 

Perpanja n gan Izin Pengusahaan Air Tana h 

Pasal 16 F 

(1)	 Izin Pengusahaan Air Tanah yang aka n ha b is masa berla kunya dapat 
diperpanjang dengan mengajukan permohona n perpanjanga n izin secara 
tertulis kepada Gu bernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelaya n an 
Terpadu Satu Pin t u Provinsi Lampun g paling cepat 3 (tiga ) bulan dan 
paling lambat 1 (satu ) bulan sebelum jangka waktu izin berakh ir . 

(2)	 Penetapan perpa njangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan pa lin g 
lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya perm ohonan perpanjangan izin 
beserta persyarata n lengkap. 

(3)	 Persyaratan seba gai mana dimaksud pada aya t (2) terd iri atas: 

a .	 rekomendasi tekn is dari instansi teknis ya n g mem bida ngi ai r tanah ; 
b.	 pe rsyaratan adminis tra ti f; 
c .	 persyaratan tekn is laporan uji pemompaa n ; d a n 
d.	 laporan pengambilan air tanah. 

(4)	 Dalam hal perrnohonan perpa njangan Izin Pen gusa haan Air Tanah sudah 
diajukan 3 (tiga ) b u la n sebelum jangka waktu berakhimya izin, 
perpanjangan izin paling lamba t diteta pkan sebelum berakhirnya izin. 

(5)	 Dalam hal 1 (satu ) bulan sebelum jan gka waktu Izin Pengusahaan Air 
Tanah berakhir, permoh onan perpanjangan izin belum d iajukan, Izin 
Pengu sahaan Air Tana h tidak dapat di perpanja n ga n da n pengguna air 
tanah untuk kegiatan usaha dapat men gajukan perrnohon an izin baru . 

(6)	 Dalam hal perrnohonan perpanjanga n izin sa m pai dengan jangka waktu 
sebagaimana d im aksu d pa d a ayat (3) belu m ditetapka n , permohonan 
perpanjangan izin d ianggap disetujui. 

11.	 Ketentuan Pasal 17 diuba h , sehingga Pasal 17 berbu n yi sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 

Hak dan Kewaj iban Pemegang Izin Pengusa h a a n Air Ta na h 

Pasal 17 

(1)	 Pemegang izin seba gaim a n a dimaksud pada pa sal (15) ayat (2) h u ru f a, 
huruf b dan h u ru f c, berhak untuk melaksanaka n kegiatan pen geboran , 
penggalian dan pem akaian air tanah sesu ai dengan keten tu an yang 
tercantum dalam izin dan atau rekomen dasi teknis . 

(2)	 Pemegang Izin Pengusa h a an Air Ta n ah seba ga imana dima ksud pada 
pasal (15) ayat (2) huruf d berhak untu k: 

a.	 memperoleh dan mengusahakan air tanah , su mber air tana h , dan 
atau daya a ir tana h sesuai dengan keten tu a n yang tercantum dalam 
izin dan atau rekomen da s i teknis; 

b.	 mernbangun p rasaran a dan sarana air tan ah ses u ai dengan ketentuan 
yang tercantu m dalarn izin; 

(3)	 Pemegang Izin Pen gusa h aan Air Tanah sebaga imana dimaks u d pa da ayat 
(1) dan ayat (2) wajib u ntu k: 
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a .	 mematuhi ketentu a n dalam rekomendas i teknis da n 12m ya n g 
merupakan satu kesatuan; 

b .	 menyampaikan la poran hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran , 
penggalian air tanah dan penu ra pan m a ta air secara te r tulis kepada 
Gu.bernur; 

c .	 m enyampaikan laporan debit pen gusaha a n a ir tanah setiap bu la n 
kepada Gubernu r; 

d .	 memasang meter air atau alat penguk u r debit pada setiap sumur 
produksi ata u t itik pen ga m bilan air u n tu k pen gusahaan a ir tanah 
sesuai ketentuan yang berla ku ; 

e.	 m ernelihara dan bertanggun g jawa b atas kerusa kan meter air; 

f.	 berperan serta d alam penyed ia an sum u r panta u air tana h ; 

g.	 melakukan usaha pengendalian terjadinya pencem aran air tanah; 

h .	 menjaga keles tarian air tanah; 

1.	 melaporkan kepada Gubernur a pa bila pelaksana an pengeboran, 
penggalian, pen u ra pan mata air dan pen gusahaan air tanah apabila 
d itemukan h a l-hal yang dapat m em bahayakan lin gku n ga n ; 

j .	 melakukan perbaikan kerusakan lin gk ungan yang disebabkan oleh 
kegiatan ya n g d it im bu lka n ; 

k .	 mernbayar pajak pengambilan da n pem a n faatan air tan ah sesuai 
dengan tarif ya ng ditetapkan dala m Peratu ran Da era h ; 

1.	 memberikan air sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen ) dari 
batasan debit pen gusahaan air tanah yang d ite ta pkan da lam izin bagi 
pemen u han kebutu h an pokok seha ri-hari masya ra ka t setem pa t ; da n 

m .	 hak dan kewajiban yang belum d itetapka n dalam Pera t u ran Da erah 
ini diatur lebih lanj u t dengan Pera turan Gu bernu r . 

12 . Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ditambah 1 (sa tu ) Pa sa l , yaitu Pasal 17 A, 
sehingga berbu nyi sebagai berikut: 

Bagian Ketiga A
 

Wewenang dan Tanggu n g J awab Pemberi Izin Pen gu sa haan Air Tanah
 

Pasal17 A
 

(1)	 Pernberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai wewen a n g: 
a.	 menetapkan izin ; 

b .	 mengubah izin; 

c .	 memperpanjang izin ; dan 

d .	 mernberikan sa n gsi administratif. 

(2)	 Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air tanah yang menjadi 
wewen a n g dan tanggun g jawab, pem beri izin ben ven a n g setiap saat 
memasuki sumber air dan lingkungan s u mber a ir ; 

(3)	 Wewen ang pem beri 12m sebagaimana d imak s ud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh in s tans i perizinan ya n g didampin gi tim teknis dari 
instansi ya n g membidangi air tanah. 

(4)	 Pemberi Izin Pengu sahaa n Air Tanah mempunyai ta n ggun g jawa b untuk: 
a .	 memenuhi ku ota air sesu a i ketentu an yang terca n tu m dalam izin ; 
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b .	 memfasilitas i penyelesaian sengketa yan g tim bu l akibat pelaksanaan 
lzin Pengusahaan Air Tanah; dan 

c.	 mengatur pe m berian ganti rugi ata u kompensasi . 

13.	 Ketentuan Pasal 19 d iu bah, sehingga Pasal 19 berbu nyi sebagai berikut: 

BAB VIII
 

PE NGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 

Bagian Kesa t u
 

Pengawasan
 

Pasal 19
 

(1)	 Pengawasan da n pengendalian kegia tan pengelolaa n ai r tanah 
dil aksariakan oleh Gu bern u r dalam h al ini d ilaku ka n oleh in s ta n s i teknis 
yang membidangi a ir tanah . 

(2)	 Pen gawasan da n pen genda lia n sebagaimana di ma k su d pada ayat (1), 
meliputi: 
a.	 loka s i titik pengambilan air tanah; 

b.	 teknis konstruksi sumur bor dan uj i pemom paan ; 

c.	 pembatasan debit penga m bila n air tanah; 

d.	 penataan teknis dan pemasangan a lat uku r debit pemompaan; 

e.	 pendataan volu me pengambilan air tanah ; 

f.	 kajian hidrogeologi; 

g.	 pelaksanaan S KPPL, UKL dan UPL a tau AMDAL; dan 

h .	 teknis penurapan m ata air. 

(3)	 Masyarakat dapat mela porkan kepada Gubern u r melalui in s ta n si teknis 
yang membidangi air tanah , a pabila menem u ka n pelanggaran 
pengambilan air tanah serta merasakan dampa k nega tif sebagai akibat 
pengambilan air tanah. 

14.	 Ketentuan Pasal 19 dan Pa sal 20 ditambah 1 (s a tu) Pasal yaitu Pasal 19 A 
sehingga berbunyi sebagai b eriku t : 

Bagian Kedua 

Pen ga wa san atas Pen gusahaan Air Tana h
 

Pa sa l 19 A
 

(1)	 Pen ga wasan ata s pen gusa haan air tana h bertujuan untu k menjamin 
ditaatinya keten tuan yang tercantum dala m izin . 

(2)	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilaku kan oleh 
Gubernur dalam h a l ini dilakukan oleh insta n si teknis yang membidangi 
air tanah, serta da pa t melibatkan peran masya ra kat. 

(3)	 Instansi teknis ya n g menyelengga rakan uru sa n bidang air tanah 
melakukan pengawasan pengusahaan air tanah di tingkat provin s i. 

(4)	 Peran masyaraka t dala m pengawasan sebaga im a n a dimaksud pada ayat 
(2) dapat diwujud kan dalam bentuk lapora n atau pengaduan kepada 
Gubernur melalu i instansi teknis yang menyelen gga rakan urusan bidang 
air tanah sesuai de n gan kewenangannya . 
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(5)	 Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meru pakan 
bahan atau masu ka n bagi perbaikan, pen ertiba n , dan atau pen in gka ta n 
penyelenggaraan pengusahaan air ta n ah. 

15.	 Ketentuan Pasal 21 di u bah, sehingga Pasa1 21 berb u nyi sebagai beriku t : 

BABIX 

PENGELOLAAN DATA AI R TANAH 

Pasal 2 1 

(1)	 Semua data dan informa si air tanah ya n g ada pad a In sta n s ij Lem ba ga 
Pernerintah dan Swasta yang belu m pema h disampai kan kepada 
Pemerintah Provinsi d ila porka n kepada Gubem u r melalu i in stansi teknis 
yang mem bidangi a ir tanah. 

(2)	 Semua data dan in for ma si hasil kegiatan in ven tarisa s i, konservasi dan 
pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepa da Gu bernu r. 

(3)	 Gubernur mengirim rekapitulasi data sebagaim a na di maksu d pada ayat 
(2) kepada Menteri. 

(4)	 Semua data dan in formasi air tanah sebagaima n a dimaksud pa da ayat (1) 
dan ayat (2) dikelola oleh Gubemur sebagai da sa r pengelolaa n air tanah 
diwilayahnya. 

16.	 Ketentuan Bab X Pasal 22 dan Bab XI Pasal 23 ditambahkan 1 (sa tu ) Ba b dan 
1 (satu) Pasal yaitu Bab X A dan Pasal 22 A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

BABXA 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasa! 22 A 

(1)	 Setiap orang atau Badan Usaha yang mela n ggar keten tu a n dalam Pasal 24 
ayat (3) dikenakan sa n ksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaima n a	 dimaksud pa da ayat (1), berupa : 
a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penghentian tetap kegiatan; 

e. pencabutan semen tara izin; 

f. pencabutan tetap izin; 

g. denda administra ti f; dan j atau 
h. sanksi admin istratif lain sesuai ketentuan pera tu ra n peru ndang­

u ndangan. 
(3) Pengenaan sanksi a dministratif	 sebaga imana di ma k su d pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh OPD yang rnernbidan g i urusa n e n e r gi dan surnber daya 

mineral. 

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca ra pen genaan san ksi administratif 
diatur dengan Peraturan Gu bernur. 

17.	 Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah , seh ingga Pasal 24 ayat (1) berbunyi 
sebagai berikut: 
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BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal24 

(1)	 Setia p orang yang melakukan pelangga ran terh adap keten tuan Pa sa l 15, 
Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 , Pasa! 20 , Pasal 21 dan Pasal 22 dipidan a 
denga.n pidana kurunga n paling la ma 6 (en a m) bu lan atau denda pa lin g 
ba nyak Rp . 50.000 .000 (lim a pu luh j u ta ru p iah). 

(2)	 Tindak pidana seba gaimana dimaksud pada aya t (1) a dalah pelanggaran. 

(3)	 Apabila pelanggara n sebagaimana di maksu d pa da ayat (2) merupakan 
tindak pidana kejaha tan , maka di kenakan sanksi sesu ai den ga n 
peratu ran peru n dang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mula i berlak u pada tangga l diunda n gkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahu inya , memerin tahkan pengundan gan Peraturan 
Daerah ini dengan penempa tannya dalam Lem baran Daerah Provinsi Lampu n g 

Diteta pka n di Telu k betu n g 
padatan gga l 18 Se pt emb er 201 9 

GUBERNUR LAMPUNG , 

ARINAL DJUNAIDI 

Diundangkan di Telukbetu n g 
pada tanggal L8 S e pte mb e r 20 19 

Pj. SEKRETAR~ PROVINSI LAMPUNG, 

-~?-r 
Ir. AHRIZAL DARMINTO, MA
 

Pe rnbtn a Utam a Mady a
 
NI P .	 1964102 1 199 003 1 008 

LEMBARAN DAE~RAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 20 19 NOMOR 5
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (5-222 / 20 19 )
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVI NSI LAMPUNG
 
NOM OR 5 TAHUN 2019
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR 29 TAHUN 2 0 14 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH 

I. UMUM 

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Ku a sa yang 
sangat penting bagi keh idupan manusia. Oleh karen a itu menjadi kewaj iban 
kita bersama untuk m ema n faa tkan su mber daya alam tersebu t secara 
bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmu ra n ra kyat sebagaimana 
diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Un dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pengambila n air tanah dalam rangka memen u h i kebu tu han air 
minum, rumah tangga maupun pemba n gunan sema kin men ingkat sejalan 
dengan meningkatnya laju pertumb u han pend uduk dan kegia ta n 
pembangunan. Ha l in i berpotensi men imbulkan berbaga i ma salah yang 
dapat merugikan a pabila tidak dilakukan pen gelolaan secara bijaksana. 

Air tanah tersimpan dalam lap isan tanah pengandung a ir dan 
menjadi bagian dari ko mpon en daur hidrologi . Secara teknis air tanah 
termasu l sumber daya alam yang dapa t diperbaharu i na m u n demikia n 
waktu yang diperlu kan sangat lama. Pen gambila n air tanah yan g mela mpaui 
kemam puan pengimbu hannya telah men gakiba tkan pada beberapa daerah 
terjadi kritis air ta na h teru tama air tana h dala m. Bahkan pada beberapa 
daerah telah dijumpai gejal a kemerosotan lin gku n gan antara lain pen urunan 
muka air tanah dan pen urunan perrnukaan tana h serta penyus u pan ai r laut 
pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera dia ta s i sangat 
memungkinkan timbu lnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya 
kelangkaan air, terhen tinya kegiatan in d ustri secara ti ba -tiba , keru sa kan 
banguna.n dan meluasnya daerah banjir. 

Pengelolaan Air Tana h m elipu ti: 

I.	 Asas Pengelolaa n 

Air tanah terdapat pada lapisan tana h dan ba t ua n pada ceku n ga n air 
tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian 
hidrogeologis berla n gsung. Berdasarkan cak upan luasnya, maka batas 
cekungan air tan a h tidak selalu sama den ga n bata s administrasi, bahkan 
pada satu ceku ngan air tanah dapa t melipu ti lebih dan satu daerah 
administrasi Kabupaten jKota, maka pengelola a n air tana h pada satu 
cekungan harus dilaku ka n secara terpa du yaitu men ca kup kawa san 
pengimbuhan, pen gal iran dan pen gambilan . Oleh karen a itu 
pengaturannya d ilaksan akan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama 
pemerintah Kabu paterr/ Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan 
terpadu dalam satu cekun ga n air tanah. 

2.	 Kegiatan Pengelolaa n 

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dala m kegiatan 
inventarisasi, kon serva s i, dan pen dayagun aa n air tanah. 
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Inventarisasi d imaks udkan untuk men getahu i kon disi potensi air tanah 
pada setiap ceku ngan air tanah serta untu k mengetahu i kon dis i 
pengambilan air tanah diseluruh ceku n gan tersebu t . 

Konservasi bert uj u an un tuk melaku ka n perlin dungan te rh adap seluruh 
tatanan hidrologis a ir tanah serta melakuka n kegiatan pemanta u an m u ka 
air tanah serta pem u lih an terhadap cekun ga n yang sudah dinyatakan 
rawan atau kriti s. 

Perencanaan pendayagu n aa n bertujua n untuk melaksanakan 
perencanaan terhadap pengambilan air tan ah , peman faatan lahan 
di daerah resapan, daerah pengaliran dan daera h pengam bilan. 
Pengawasan dan pengendalian bertujuan untu k mengawasi dan 
mengendalikan terhada p kegiatan pen gambilan air tanah, ba ik dari aspek 
teknis maupun kualitas da n kuantitas. 

3. Perizinan 

Izin pengeboran a ir tanah, izin pengga lian air tanah, izin pemakaian air 
tanah dan izin pen gusahaan air tanah meru pa ka n salah sa tu alat 
pengendali dalam pen gelola a n air tana h. Pem berian perizinan dikeluarkan 
oleh Gubernur, dalam hal izin pengeboran a ir tanah, izin pen gga lia n air 
tanah, izin pemakaian air tanah dan izin pen gu sahaan air tanah 
diberikan setelah mem pertim ba n gkan rekomendasi teknis dari m en teri 
yang menyelenggara kan urusan pemerintaha n di bidang air tanah pada 
setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan rekomendasi teknis dari 
instansi provinsi yang membidangi air tana h pada Cekungan Air Tanah 
dan bukan Cek unga n Air Tanah dalam daerah provin s i. 

Sesuai dengan fu n gsinya , maka izin pengusahaan air tanah merupakan 
dasar ditetapkan nya pajak pengambilan dan a ta u pemanfaatan a ir ta nah. 

4. Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiata n pengelolaan air tanah dilaksanaka n secara 
terkoordinasi antara Pemerintah dan Pemerin ta h Provinsi. Sepanjang 
menyangkut ha l-h a l yang bersifat tekn is Pem erintah m em berika n 
dukungan da n fasilitas sebagai dasar pelaksa n aa n pen gelolaa n 
administratif oleh Pem erin tah Provinsi. 
Berdasarkan pertim bangan-pertimban gan tersebu t dia tas , di pandang 
perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air tanah, yang diteta pka n 
dengan Peratu ran Da erah Provin s i La m pung ten tang Pengelolaan Air 
Tanah, sehingga dapat memenuhi harapan dal a m pengelolaan air tanah 
yang berkelanjuta n . 
Pengaturan pen gelolaan air tanah dalam Pera tu ra n Daerah ini adalah 
dalam rangka melaksanakan kewenangan di bida n g Sumber Daya Air 
sesuai yang diamanatkan dalam Unda n g-U n da n g Nomor 23 Tahu n 2014 
tentang Pemerin tah an Daerah dan Pera tu ra n Pemerin tah Nomor 121 
Tahun 2015 ten ta n g Pengusahan Sum ber Daya Air. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I
 
Cukup jelas.
 

Pasal II
 
Cuku p jelas.
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